PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il KUPANG
NOMOR : 26 TAHUN 1998

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPANAN / KEBERSTHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I KUPANG,

Menimbang  :  a bahwa kebersiban adalah  suatu aspek  penunjang ke arah
terbentuknva pola hidup schar dan karenanya perlu dibina
kembangkan secara berlanjut  oleh Pemerintah  bersama
masvarakal; .

b. hahwa dalam upaya mewujudkan kebersihan lingkungan dalam
wilavak Kotamadya Daerah Tingkt 11 Kupang pada dasamya
adalah menjadi  tanpgungiawab  bersama  Pemerintah  Daerah
beserta segepap warga Kota, tatanan penyelenpgparaan kebersihan
yang dilandasi semangat bergotong royong, sclaras dengan kadar
perkembanean dan kemajuan Kola;

¢, sehubungan dengan butir (2) dan (b) di atas, maka perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mepgingat @ 1. Undang-undang NMomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Dacrah Kotamadya dagrah Tingkat 11 Kupang (Lembaran Negara
tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negamm Nomor
1633);

Undang-undang Nomor § Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemernntihan Di Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

)
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Menetapkan

aa

10,

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209):

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomaor 3685);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomaor 3051);

Peraturan Pemerintih Nomer 20 Tahun 1997 tentang Retribus
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 53, Tambahan
[ .embaran Negara Nomor 3092);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1998 tentlang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
Keputusan Menten dalam Negen Nomor 171 Tahun 1997
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Dacrah tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri 174 Tahun 1957 tentan
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri 175 Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemeniksaan Dibidang Retribusi Dacrah.

Dengan Persctujuan Dewan Perwakilan Rakyat Taerah

Kotamadva Daerah Tingkat Il Kupang.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11
KUPANG TENTANC: RETRIBLISI PELAYANAN
PERSAMPALAN/KEBERSIHAN.

BAE |
KETENTUAN UMIIM

Pagal |

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksed dengan ¢

a. Daerah adalah Kotamadya Dacrah Tingkat 11 Kupang.,

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat [1 Kupang;
¢. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat [T Kupang:
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Retribusi Pelayvanan Persampahan ¢ kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi

‘adalah pungutan daerah atas jusa pelayanan persampahan ( kebersihan yang diberikkan

oleh Pemerintah Daerah;
Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi

.pembuangan/pemusnzhan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan tidak

termasuk pelavanan kebersihun jalan umum, taman dan ruangan tempat umum;

Jusa adalah kegiatan Pemerintah Duerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau badan hukum :

Jasa Umum adalah jasa yvang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah dacrah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfastan umum serta dapat dinikmati olch orang pribadi
atau badan hukum;

Wajib Refribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan
Perundang Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
lermasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu,

Masa Retribusi adalah suaru jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapal disingkat SKRD adalah surat keputusan
vang menentukan jumlah retribusi yang terutang:

Sural Tagthan Retribusi Dagrah vang dapat disingkal STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau dend~

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKRDKB adalah
sural keputusan yang menentukan besamya jumlsh retribusi vang lerutang, jurnlah
kredit, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar:

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bavar vang dapat disingkat SKRDLB adalah
sural kepulusan yang menentukan besamya jumlah retribusi vang lerutang, jumlah
kredit retribusi. jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi
administrast dan jumlah yang masih harus dibayar;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan vang dapal disingkat
SKRDKBT adalah surat keputuzan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi
daerah vang telah ditetapkan:

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRIY adalah surat yang

"digunakan oleh wajibh retnbusi untuk  melaporkan perhitungan dan pembayaran

retribusi yang lerutang menurut peraturan retribusi.

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBLISI

Pazal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persumpahan / Kebersihan dipungut retribusi atas jasa
pelayanan persampahan/kebersihan.
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Pasal 3

Obvek retribusi adalah semua jasa pelayanan persampahan/kebersihan meliputi ©

a.

b.
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Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah perumahan / rumah tinggal.
Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah pertokoan, grosir. biro travel
dan kantor swasta.

Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah hotel/restoran/rumah makan
dan kios makan.

Pepgambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah industri,

Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah bioskop dan tempal-lempat
hiburan.

Penpambilan, penganglkutan dan pembuangan sampah apotik.

Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah bengkel,

“. Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah penjahivkonveksi.

Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah salon/pemangkas rambut.
Pengambilan,  pengangkuten  dan  pembuangan  sampah  perkantoran
pemerintahan. BUMN dan BUMD

Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah pasar.

Penvediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah.

Penyewaan, pembuangan/pemusnahan sampah rumah sakit,

Penvewaan tempal pemusnahan sampah,

Puasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati alau menggunakan
fasilitas pelayanan persampahan/ kebersihan:

Wajib retribusi adalzh orang pribadi alau badan yang melakukan pembayaran
persampahan‘kebersihan.

BAB ITI
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 5

Retribusi pelavanan persampahan digolongkan pada retribusi jasa umum.

PPasul 6

Retribust yang terutang dipungut diwilayah daerah.
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BADB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

I'ngkat penpgunaan jasa pelavanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan letak dan
klasifikasi bangunan atau sampah yang dilayani.

HBABV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal &

Prinsip penctapan tanf retribusi ditentukan olch tingkat penggunaan jasa yang merupakan
hasil perhituingan penggantian biaya administrasi, biaya pengumpulan, biaya
pengangkutan, hinya penampungun, biava pemuosnahan, pengolahan sampah dan biaya
pembinaan.

BAR V]
STRURTUR DAN BESAERNYA TARIF
Pasal 9

Besarnya tarif retribusi ditetapkan setiap bulan sebagai berikut :
a. Untk jenis pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah perumahan/tempat
linggal:
|. Golongan wilavah protekol Rp. 3.000.~/bulan setiap rumah tangga.
Golongan wilayah ekonomi kelas | Rp. 2.500.~/bulan setiap rumah tangga,
Golongan wiluyah ekonomi kelas [1 Rp. 2.000.-/bulan setiap rumah tanoga,
Golongan wilayah ekonomi kelas (11 Rp. 1.500.-/hulan setiap rumah tangga.
Golongan wilayah ekonom kelas [V Rp. 1.000.-/bulan setiap rumah tangza,
b. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah pertokoan. grosic biro
perjalanan, kantor swasta ditetapkan Rp. 5.00.-/hari.
¢. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah hotel/restoran/ rumah
makan masing-masing ditetapkan
Hotel berbintang Rp. 1.000,-‘hari.
| lotel Melati Rp. 750.-/huri
- Restoran Rp. 500.-han.
- Rumah makan/warung Rp. 400.~/har.
- Kios makan Rp. 250.-/hari.
d. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan samapah industri ditetapkan :
- Industr besar Rp. 1.500,-/hari.
- Industn kecil Rp. 1000, ~/hari.
Untuk pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah bioskop dan tempat-
tempat hiburan, diserahkan kepuda pengelola ditctapkan Rp. 500.~/hari.
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Untuk pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah apotik ditetapkan Rp.
S00.~/hari

Untuk pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah bengkel ditetapkan:

- Bengkel besar Rp. 500.-/har

- Bengkel kecil Rp. 400.-hari

Untuk pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah penjahit / konveksi
ditetapkan Rp. 250.-/hari.

Untuk pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah salon/pangkas rambut
ditetapkan Rp. 250, ~/hari.

Unmik pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah perkantoran pemerintah,
RUMN dan BUMD ditetapkan Rp. 500,-/hari.

Untuk pengambilan, pengangkutan, dan pembuiangan sampah pasar ditetapkan :

- Shoping centre/pusat pembelanjaan/swalayan Rp. 3000/m

- Pasar tradisional Rp. 2000/m’.

Untuk pengambilan. pengangkutan, dan pembuangan sampah sosial khusus ditetapkan
Ep. 2500,-/'bulan.

ntuk pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah sosial umum ditetapkan
Rp. 2500,.-/bulan.

Pcin}'ediaan lokasi pembuangan sampah/pemusnahan sampah ditetapkan Rp. 3000,-/
s,

Penyewasn, pembuangan/pemusnahan sampah rumah sakit ditetapkan Rp. 2500,-/m”°,
Penyewaan, pembuangan/pemusnahan sampah pasar ditetapkan Rp. 3000.-/m’.
Penyewaan di tempat pemusnahan sampah ditetapkan Rp. 5000,-/m’.

BAB VII
MASA RETRIBUSL SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SLIRA &
PEMBERITAIUAN TERUTANG
PPasal 10

(1) Masu retribusi udalah saal pelayanan persampahan‘kebersihan dilakukan
(2) Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannva STRD.

Pasul 11

Surat pemberitahuan retribusi terutang lerjadi saat diterbitkannya SPTRD.

RAB VLI
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHIAN

Pazal 12

Penetapan retribusi berdasarkan SPTRID dengan menerbitkan SKRD :
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(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka
diterbitkan SKRD jabatan :

(3) Bentuk isi surat keteranpan retribus: daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru yang menvebabkan
penambahan retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRI) tambahan.

Pasal 14

(1) Pungulan retribusi tidak dapal diborongkan ;
(2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,

BAB [X
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 15

(13 Pembayaran retmibusi dilakukan ke kas dacrah atau ke tempat lain vang ditunjukan
sesuai yang ditentukan dengan menggunakan SKRD Jabatan. SKRD Tambahan atau
mengeunakan dokumen lain vang disamakan ;

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat luin yang ditunjuk, maka hal penerimaan
retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atay
waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah. penvimpangan terhadap avat ini
dikenakan sanksi administrasi ;

{3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah [ewat wakiu yang ditentukan, maka
dikenekan sanksi adminisirasi berupa bunga 2 % (dua prosen) dengan menerbitkan
STRD.

Pasal i6

(1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas ;
12)  Pembayaran retribusi dimaksud pada ayac 1), diberikan tanda bukti pembayaran.
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(2)
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BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujul) hari jatuh tempo
pembayaran dengan mengeluarkan Surat Teguran/Surat Perinpatan sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi :

Dalass jusgka wakm 7 (tujuh) har setelah tanggal Surat Teguran/Pernyataan wajib
retribusi harus melunasi retribusi lerutang;

Surat Teguran/Pernyataan schagaimana dimaksud pada avat (1) dikeluarkan oleh
Kepala Daerah/Pejabat vang ditunjuk.

BAR XI

TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

Kepala Dacrah berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi:

Teta cara pemberian  pengurangan, keringanan dan  pembebasan  retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

RAB XII
KEBERATAN
Pasal 19

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap penclapan retribusi dalam
jangka waktu | (satu) bulan sejak tanggal penctapannya:

Walikotamadya Kepala Daerah menelapkan keputusan atas keberatan yang diajukan;
Kewajiban untuk membayar remibusi tidak tertunda denpan disjukannva Surat
Keberatan schasaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

_ BAB XIII
FENGEMBALIAN KEILLERBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

Atas kelebihan pembayaran reuribusi. wagib retribusi dapal mengajukan permohonan
pengembalian Kepada Kepala Daerah;
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Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanva
permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memberikan keputusan;

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayar (2) dan ayat (3) telah
difampaui dan Kepala Dacral tidak - memberikan keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surmat Ketetapan
Retribusi Daerah lebih bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama |
(sam) bulan;

Apabile wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembavaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang retnbusi tersehut;

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat
Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar;

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat
jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 %
(dua porsen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi;
Tata cara pengernbalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana diraksud pada
avat (1) diatur dengan keputusan Kepala Daernih.

BAB IV
KADALUWARSA
Pasal 21

Hak univk melakukan penagiban retribusi. kadaluwarsa setelah melampaim jangka

waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila waijib

retribusi melakukan tindak pidana dibidang reteibusi:

Kadaluwarsa penagihan rerribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1) tertangguh

apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran

b Aud pengakuan utang retribus: dari wajib retribusi. baik langsung maupun tidak
langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasa) 22

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lambar 6 (cnam) bulan atau denda
paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi vang terutang:

Tindak pidana sebagaimana ayat (1) digolongkan pelanggaran.



BAD XVI
PENYIDIKAN
Pasal 23

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus scbagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam 1JIndang-
undang Nomor § Tahun 1981 tentang [Tukum Acara Pidana;

(2} Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada]ﬁh
4.  menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keierangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar
keterangan atau laporan tersebur menjadi lebih lengkap dan jelas;

b.  meneliti, meneari dan mengumpulkan kelerangan mengenai erang pribadi atau
badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;

¢. meminta ketcrangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang perpaiakan dacrah dan retribusi:

d.  memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerzh dan retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penvitaan terhadap
barang bukt tesebul:

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanzan tugas penvidikan

tindak pidana di bidang perpaiakan dacrah dan retribusi;

menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempal

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan

dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksoud pada huruf e

n. memotret seseorang vang berkailan denpan tindak pidana perpajakan daerah
dan retnbusi:

L memanggil orang untuk  didengar keterangannya dan  diperiksa  sebagai
tersanzka atau saksi;

i. menghentikan penyidikan:

k. melakukan tindakan lain yvanpg perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat di
pertanggung jawabkan:

(3) Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penvidikannya kepada Penuntut Umum,
sesual dengan ketentuzan vang diatur dalam Undang-undang Nomeor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

l'lﬂ_:




BAR XVII
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 24

Hal-hal yang belurn diatur dalam  Peraturan Daersh ini  sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut aleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tangpal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan pencinpatannya dalam Lembaran Daerah,

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 14 Agustus 1998
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT WALIKOTA MADYA KEPALA
DAERAH KOTAMADY A DAERAH TINGKAT II KUPANG,
TINGEAT T KUPANG,
Ketua,
MELL JACOR, SH S.K. LERIK

Disyahkan vleh Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia dengan Keputusan,
Nomor -
Tanggal :

Diundangkan diam Lembaran Dagcrah
Kotamadya Daerah Tingkat |1 Kupang

Nomor 20
Vangpal * 3 April 1999
Seri ‘R

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH FMINGEAT 11 KUPANG

Cup & tzd
Drs. W.E.PRANDA

PEMBINA TINGEAT |
NIP.B20 016014
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGEAT II KUPANG
NOMOR : 26 TAHUN 1998
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
UMUM

Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,

khususnva dalam menanggulangi pengelolaan kebersihan lingkungan. memerlukan
dukungan dana dan peran aktil dari masyarakat,
Dalam penatan kebersihan lingkunpgan, Pemerintah Daerah berkewajiban
menyelenggarakan bimbingan dan penyiapan fasilitas kebersihan, sementara dan
masyarakal diharapkan dapat memberikan dukungan nyata yakni dengan ikut secara
aktil serta memelihara dan berianggungjawab terhadap kebersihan lingkungan kota
disamping dukungan pendanaan berupa retribusi kebersihan.

Dalam Peraturan Daerah ini, dianut stelsel aktf yokni yakni setiap pengguna
persil dalam wilayah Duerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Kupang dengan
sendirinva menjadi wajib retribusi kebersihan, hal inl terutama dimaksudkan untuk
lebih mendorong masyarakat ikut aktif memelihara dan bertanggungjawab penuh

. terhadap kebersthan lingkunpan kota.

Dalam menanggulangi masalah sampah. maka prasangka masyarakat lebih
diutamakan melalui koordinator para RT/RW. Oeh karena itu diharapkan pada setiap
satuan RT/RW dapat mengorganisir satuan-satuan penangeulangan vang efektil dan
mandiri dan berlandaskan pada asas kegotong-royongan dan keckeluargaan yakni
yang dapat membantu yvang dapat membantu vang kurang mampu.

PASAL DEMI PASAL

Pasal | hurufasido : cukup jelas
Pasal 2 s/d pasal 8 g cukup jelas
Pasal 9 hurul a s/d hurul k : cukup jelas
Pasal 9 huruf . Sosial khusus ialah lembapa pendidikan, pemerintah / swasta dan

Pasal 9 huruf n s/d g

perkumpulan kedukaan.
m. Sosial Umum ialah :
a. Panti Asuhan (jompo, yatim piatu. cacat), panti rehap, kusta.
b. Rumah [badah.

cukup jelas

Pasal 10 8/d 25 : cukup jeclas
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